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RENCANA JEMBATAN MENTAYA DIEVALUASI,  
PEMKAB PRIORITASKAN PEMBANGUNAN JALAN 

 
Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/ 

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), 
Kalimantan Tengah mengevaluasi rencana pembangunan Jembatan Mentaya dan 
mengalihkan prioritas untuk pembangunan jalan di wilayah seberang Sungai Mentaya. 

“Awalnya kami ingin membangun Jembatan Mentaya dulu, tapi kami juga melihat 
dari segi prioritas atau dalam bahasa teknisnya, eligible. Ternyata yang lebih eligible 
adalah pembangunan jalan dulu,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kotim 
Shalahuddin di Sampit, Rabu. Diketahui, sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin 
Timur terpisahkan dengan adanya Sungai Mentaya. Kondisi ini menyebabkan 
pembangunan di wilayah yang berseberangan dengan ibu kota kabupaten, yakni Kota 
Sampit itu menjadi lebih lambat. 

Beberapa tahun silam pemerintah daerah mencetuskan rencana untuk membangun 
jembatan yang menghubungkan Kota Sampit dengan wilayah seberang atau tepatnya 
Kecamatan Seranau yang juga terhubung dengan Kecamatan Pulau Hanaut dan Cempaga. 
Rencana pembangunan jembatan yang dinamakan Jembatan Mentaya itu kembali 
mencuat pada 2024, seiring dengan adanya dorongan dari Gubernur Kalimantan Tengah 
Sugianto Sabran agar proyek itu bisa terlaksana. 

Shalahuddin yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) Kalteng mendapat mandat dari gubernur untuk menindaklanjuti 
rencana tersebut. Namun, setelah dilakukan evaluasi bersama sejumlah dinas terkait serta 
banyaknya masukan dari kepala desa, pihaknya menilai saat ini pembangunan jalan di 
wilayah seberang justru lebih diperlukan dibandingkan dengan pembangunan jembatan.  

Terlebih, sebenarnya di wilayah Kecamatan Cempaga sudah ada jembatan yang 
dibangun untuk menghubungkan kedua wilayah yang berseberangan tersebut, meskipun 
jaraknya masih beberapa puluh kilometer dari Kota Sampit. 

 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Muhammad Hatta 2 
 

“Jalan itu melewati beberapa puluh desa dan ini akan menjadi akses yang 
membantu masyarakat di desa-desa itu. Kalau langsung dibangun jembatan, sedangkan 
jalannya belum siap, makanya prioritas utama kami membangun jalan dulu,” tuturnya. 
Jalan yang dimaksud terhitung dari Desa Cempaka Mulia Timur, Kampung Melayu 
Kecamatan Cempaga sampai perbatasan Kotim dengan Kelurahan Pegatan, Kabupaten 
Katingan. 

Panjang ruas jalan tersebut kurang lebih 125 kilometer dengan estimasi biaya 
sementara untuk pembangunan jalan sekitar Rp800 miliar, termasuk pembangunan 
jembatan di lima sampai sembilan lokasi. Anggaran tersebut jauh lebih sedikit dibanding 
estimasi anggaran pembangunan Jembatan Mentaya yang berkisar Rp1,5 triliun hingga 
Rp1,8 triliun. 

Sehubungan dengan pembangunan jalan ini, ia berharap status jalan tersebut yang 
berada di bawah kewenangan kabupaten bisa ditingkatkan menjadi jalan provinsi, agar 
pihaknya bisa sepenuhnya mengambil alih dan fokus dalam melakukan pembangunan. 
“Kalau bisa jalan kabupaten itu kami ambil menjadi jalan provinsi, supaya kami bisa 
fokus membangun seperti yang sudah kami lakukan di jalan ke arah Antang Kalang 
maupun jalan Sampit menuju Ujung Pandaran yang sekarang sudah mulus semua,” 
ujarnya. 

Ia menambahkan, pembangunan jalan sepanjang 125 kilometer itu bukan hal yang 
sulit untuk ditangani provinsi, karena sebelumnya pihaknya juga telah melaksanakan 
pembangunan jalan di Kecamatan Antang Kalang sepanjang 140 kilometer. 

Disamping itu, ketika pembangunan jalan diambil alih provinsi maka ia 
memastikan pihaknya akan mengerjakan bukan hanya badan jalan, tetapi sampai ke tahap 
pengaspalan. Namun, untuk peningkatan status jalan ini masih perlu dikaji lebih lanjut. 
Kendati demikian, Shalahuddin menegaskan rencana pembangunan Jembatan Mentaya 
tidak dihentikan. Hanya, urutan pembangunannya yang diubah dengan memprioritaskan 
pembangunan jalan berdasarkan skala kebutuhan masyarakat. 

“Pembangunan jembatan akan tetap dilaksanakan, tapi kita prioritaskan jalan dulu. 
Karena jalan ini menghubungkan beberapa desa di sana,” demikian Shalahuddin. 

Sementara itu, Kepala Desa Bapinang Hulu, Kecamatan Pulau Hanaut Sugianur 
dalam rapat kerja kepala desa se-Kotim menyampaikan pendapatnya terkait rencana 
pembangunan Jembatan Mentaya. 

Ia menyebutkan, pada dasarnya masyarakat di seberang menyambut baik dengan 
rencana tersebut yang diharapkan bisa membuka keterisolasian sejumlah desa di wilayah 
tersebut.  
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“Akan tetapi, kalau bisa mohon rencana itu dipertimbangkan kembali. Karena, 
alangkah baiknya yang diselesaikan pertama itu jalan dulu. Karena apalah arti sebuah 
jembatan kalau jalannya tidak bisa dilalui,” ucapnya. 

Ia menambahkan, selama ini masyarakat di Desa Bapinang Hulu maupun desa 
lainnya di Pulau Hanaut harus menyeberang menggunakan perahu atau kapal motor untuk 
mencapai sisi sebelah barat atau untuk menuju Kota Sampit, sebab belum ada jalur darat 
yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. 

Pihaknya sudah beberapa kali mengusulkan ke Pemkab Kotim agar membuka akses 
jalan darat sampai ke Kecamatan Pulau Hanaut, namun belum ada tindak lanjuti.  

Kemudian, pihaknya mendengar rencana pembangunan jembatan yang 
membutuhkan anggaran hampir Rp2 triliun, para kepala desa setempat merasa terpanggil 
untuk kembali menyuarakan aspirasinya agar pembangunan jalan bisa diprioritaskan 
dibanding jembatan. 

Pernyataan Sugianur ini pun didukung oleh kepala desa lainnya, yang setuju bahwa 
pembangunan jalan lebih prioritas dibandingkan jembatan. 
 
Sumber Berita: 
1. https://kalteng.antaranews.com/berita/720807/rencana-jembatan-mentaya-

dievaluasi-pemkab-prioritaskan-pembangunan-jalan., Kamis, 3 Oktober 2024 
2. https://prokalteng.jawapos.com/pemerintahan/pemkab-

kotim/04/10/2024/pembangunan-jalan-wilayah-seberang-lebih-diperlukan-
dibandingkan-pembangunan-jembatan/ Selasa, 1 Oktober 2024 

Catatan: 
Berita tersebut menyebutkan Pemerintah kabupaten setempat melakukan kegiatan 

belanja daerah berupa belanja modal. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan terkait Belanja Modal yang 
menyatakan bahwa: 
a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: 
1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 
3) batas minimal kapitalisasi aset. 

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 
1) berwujud; 
2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; 
3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 
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4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan 

dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam 
Perkada. 

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan 
merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 
pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. 

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: 
1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan 

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam 
kondisi siap dipakai 

2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan 
mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris 
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih 
dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan 
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan 
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam 
kondisi siap dipakai. 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, 
irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh 
Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan 
dalam kondisi siap dipakai. 

5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya 
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset 
tetap, yang diperoleh  dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak 
digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi 
definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai 
tercatatnya. 
 


